
BAD STANDARDISASI HAS HAL 

. I . 

PERATURAN KE ALA BADAN STANDAR SASI NASIONAL 

NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 

SISTE PENGENDALIAN GRA IFIKASI 

OJ LlNGKUNG N BADAN STANDARDI ASI NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG AHA ESA 

KEPALA ADAN STANDAROJSASI ASIONAL, 

L 

a. ahwa dalam 

enyelenggaraan negara 

ari korupsi. kolusi. d 

tandardisasi Nasional, 

engendalian gratifikasi; 

angka mewujudkan 

yang bersih dan bebas 

nepotisme di Badan 

perlu dibentuk sistem 

b. ahwa berdasarkan 

imaksud daJam h 

im bangan se bagaimana 

a, perlu menetapkan 

eraturan Kepala Bada Standardisasi Nasional 

entang Sistem Peng ndaJian Gratiftkasi di 

ingkungan Badan Stan ardisasi Nasional; 

ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

enyelenggaraan Negar yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) , 

Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 

003 Nomor 75, Tam ahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No or 3581); 

2. Undang-Undang ... 
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2. ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 ten tang 

mberantasan Tindak P dana Korupsi (Lembaran 

egara Republik Indones a Tahun 2003 Nomor 78, 

ambahan Lembaran N gara Republik Indonesia 

omor 4301) sebagaim a telah diubah dengan 

ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 

erubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 

999 tentang Pember tasan Tindak Pidana 

orupsi (Lembaran Ne Indonesia 

ahun 2001 Nomor 1 I Tambahan Lembaran 

egara Republik Indone a Nomor 4150); 

3 . ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

omisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 

002 Nomor 137, Tam ahan Lembaran Negara 

epublik Indonesia Nom r 4250) ; 

4 . ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

5. 

~ ___ . ..... n .; • ',au 

tandardisasi dan 

Lembaran Negara Re 

014 Nomor 216, T 

epublik Indonesia No 

entang Tata Cara 

Penilaian Kesesuaian 

ublik Indonesia Tahun 

Lern baran Negara 

r 5584); 

Tahun 2000 

laksanaan Peran Serta 

asyarakat dan Pernb rian Penghargaan Dalam 

encegahan dan Pemb rantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran N gara Republik Indonesia 

ahun 2000 Nomor 1 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indone ia Nomor 3995); 

6. Peraturan ... 
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6. Pe aturan Pemerintah N mar 102 Tahun 2000 

te tang Standardisasi Na ional (Lembaran Negara 

R ublik Indonesia Ta n 2000 Nomor 199 

T bahan Lembaran Neg a Nomor 4020); 

7. Pe aturan Pemerintah 2010 

te tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

N gara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 74, 

T mbahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia 

N mar 5135); 

8. P raturan Presiden Noma 55 Tahun 2012 tentang 

S ategi Nasional Penceg an dan Pemberantasan 

K rupsi Jangka Panjan Tahun 2012-2025 dan 

J gka Menengah Tahun 

9. K putusan Presiden No Tahun 2012 

t tang Pengangkatan Ke ala Badan Standardisasi 

N siona1; 

10. K pu tusan Kepala Bad Standardisasi Nasional 

N mar 965/BSN-I/H .35/05/2001 tentang 

ganisasi dan Tata K rja Badan Standardisasi 

N sional sebagaimana te ah beberapa kali diubah 

t rakhir dengan Per turan Kepala Badan 

S dardisasi Nasional N mar 4 Tahun 2011; 

MEMUTUSKAN: 

PERA URAN KEPALA B DAN STANDARDISASI 

NASI NAL TENTANG SI TEM PENGENDALIAN 

GRAT FIKASI DI LlNGKUNGA BADAN STANDARDISASI 

NASI NAL. 

BAB I .. . 

-.-
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BAB I 

KETENTUAN MUM 

Pasal 

Dalam eraturan Kepala ini y g dimaksud dengan: 

I. Sis m Pengendalian Gr tiflkasi adalah proses 

pe endalian terhadap 

pe berian gratifikasi, pen 

pel poran 

gra "fikasi di lingkung 

Na ional. 

erimaan, penolakan dan 

aahaan gratiftkasi, serta 

sistem pengendalian 

Badan Standardisasi 

2 . Sa an Standardisasi Na ional yang selanjutnya 

dis ngkat BSN adalah lembaga pemerintah 

no kemente.rian yang be tugas dan bertanggung 

ja b di bidang 

Ke esuaian. 

rdisasi dan Penilaian 

3 . Gr tifikasi adalah dalam arti luas, yakni 

4. 

me iputi pemberian uan barang. rabatJdiskon, 

ko 'si, pinjaman tanpa unga, tiket perjalanan, 

fas litas penginapan, perj pengobatan 

y 

ele 

Su 

m 

de 

be 

a-cuma, dan fasilitas I innya baik yang diterima 

alam negeri maupun yang di luar negeri dan 

dilakukan menggunakan sarana 

tronik atau tanpa sar a elektronik. 

P adalah suatu rbuatan memberi atau 

janjikan sesuatu k pada seorang pegawai 

gan maksud agar ia b rbuat sesuatu atau tidak 

buat sesuatu dal jabatannya yang 

be tentangan dengan kewa ibannya. 

5. Gratifikasi ... 

C'Iot __ .. 1lII1 ' W, , ._.....-. 
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5. Gr . aSI yang dianggap suap adalah gratiflkasi 

yan diperoleh Pegawai BS dan / atau keluarganya, 

yan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan 

de an kewajiban dan tuga nya. 

6 . Gr ·flkasi dalarn kedinasa adalah gratifikasi yang 

dit rima oleh pegawai BS , selaku wakil yang sah 

dar BSN dalarn pe1aksanaa tugas kedinasan . 

7. Kel arga adalah keluarg inti yang terdiri dari 

8. 

atau orang 

g menjadi tanggungan gawai BSN. 

Badan Nasional yang 

jutnya disebut Pega ai BSN adalah Pegawal 

Ne eri Sipil, Calon Pegaw . Negeri Sipil dan Pegawai 

Tid Tetap Pemerintah ya g bertugas di BSN. 

9. Un t Pengendalian Grati Ikasi yang selanjutnya 

dis ngkat UPG adalah nit pelaksana Sistem 

Pe gendalian Gratifikasi, dalam hal ini adalah 

ktorat. 

isi Pernberantasan K rupsi yang selanjutnya 

dis ngkat KPK adalah lern aga negara sebagaimana 

aksud dalam Undang- ndang Nomor 20 Tahun 

2 tentang Komisi Pem erantasan Tindak Pidana 

Siste 

BSN. 

BAB 

MAKSUD DA 

pengendalian gratifi dimaksudkan untuk 

panduan dal m rangka memahami, 

dalikan , dan mengelol gratiflkasi di lingkungan 

Pasal3 ... 

....... _--
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Pasa 3 

Tuju n Peraturan Kepala ini dalah sebagai berikut: 

a. ningkatkan kesadara pegawai BSN untuk 

laporkan gratifikasi; 

b. 

c. 

nciptakan kesadara daJam penanganan 

sehingga mendukung terciptanya 

. gkungan BSN yang ber ih dan melayani; 

bukaan dan akuntabilitas 

d am menjalankan tuga dan fungsi; 

d . embangun integritas egawa! yang bersih dan 

b bas dari korupsi, kolus dan nepotisme. 

BAB III 

JENIS G TIFIKASI 

(1) ratifikasi terdiri atas: 

· gratillkasi yang diangg p suap 

· gratifikasi daJam kedi 

(2) ratiflkasi daJam kedina an sebagaimana dimaksud 

am pasal4 ayat (1) hu f b antara lain: 

· biaya perjaJanan dina honorarium, dan fasilitas 

dalam rangka pelaks aan tugas yang diberikan 

oteh penyelenggara ke iatan yang bersumber dan 

anggaran dan sesuai engan standar biaya yang 

berlaku; 

b. hidangan ... 

.,..,--.~ .... - --t-,.--..--.--
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b. dangan/sajian / jamuan berupa makanan dan 

inuman yang sesuai dengan kepatutan dan 

ewajaran;dan 

c. . aya perjaJanan dina honorarium. fasilitas, 

eminar kits, sertifikat, takat/ cinderamata yang 

iberikan oleh penyele kegiatan seminar 

an sejenisnya, 

enturan kepentingan. 

Pasal 

tidak terdapat 

Gratifi aSI sebagaimana dim sud dalam Pasal 4 ayat 

(1) h f a yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri 

atas: 

a. eli eroleh dari had ah langsung/undian. 

di on/rabat, voucher, poi t rewards, stau souvenir 

g berlaku secara umu dan tidak terkait dengan 

nasan; 

b. di croleh karena presta i akademis atau non-

c. 

ak demis (kejuara 

de gan biaya sendiri d 

ke inasan; 

di erolch dari keuntunga 

da 

ya g berlaku seeara urn 

ke inasan; 

n / perlombaan/kompetisi) 

n tidak terkait dengan 

/ bunga dari penempatan 

emilikan saham pribadi 

dan tidak terkait dengan 

d . di eroleh dari kompens si atas profesi di luar 

ke inasan yang tidak ter ait dengan tugas fungsi 

d i pegawai negeri stau enyelenggara negara, dan 

ti ak melanggar konflik ke ntingan dan kode etik; 

e. diperoleh , . . 

...., ___ ,_. __ .... ,~.~--"~--.-
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e. dip roleh dari hubungan eluarga sedarah dalam 

g s keturunan lurus dua derajat atau dalam garis 

runan ke samping sat derajat sepanjang tidak 

punyai benturan kepe tingan dengan penerima 

gra ifikasi; 

f. dip roleh dari hubungan eluarga semenda dalam 

g s keturunan lurus satu derajat atau dalam garis 

nan kesamping sa derajat sepanjang tidak 

punyai bentuTan kepe tingan dengan penerima 

g. di roleh dari pihak yan mempunyai hubungan 

kel arga sebagaimana pa a huruf e dan huruf f 

ter ait dengan hadiah per awinan, khitanan anak. 

ul ng tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi 

se anjang tidak mempun at benturan kepentingan 

de gan penerima gratifika 

h. di dengan musibah 

a u bencana, sepanjang ak mempunyai benturan 

ke entingan dengan pene a gratifikasi; 

1. di eroleh dari kegiatan esmi kedinasan seperti 

ra at, seminar, takak 

a 

seminar 

atl cinderamata; dan 

J. di eroleh dari acara resm 

hi angan/sajian / jamuan 

m uman yang berlaku 

k atutan dan kewajaran. 

<'~ __ "I»I~ __ '_'_ .. ~n.' I-__ ""_ 

konferensi , pelatihan 

yang berlaku secara 

honorarium, 

sertiftkat, 

kedinasan dalam bentuk 

berupa makanan dan 

umum sesuai dengan 

BAB IV ... 
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BAB I 

PELAPORAN G TIFlKASI 

Pasal 

(1 ) Peg wai BSN wajib mel porkan segala bentuk 

pe rimaan yang diketahui ya atau patut diduganya 

ter asuk jenis gratifikasi sebagairnana dimaksud 

dal m pasa14 ayat (1) huru a . 

(2) gratifikasi oleh Pegawai BSN 

gaimana dimaksud dal Pasal 4 ayat (1) huruf 

a jib dilaporkan kepada 

ha . kerja terhitung sejak 

dit rima disertai dengan ba ang bukti gratifikasi. 

(3) Pel poran penenmaan 

pada ayat (1) d 

pelaporan 

ter antum dalam lampiran 

Pasal 

UPG berhak menunda 

sebagairnana 

dengan mengisi 

sebagaimana 

an / atau menghen tikan 

penel han atas laporan gra . kasi jika belum dan/atau 

belum cukup bukti. 

(I) U G menelaah laporan ratifikasi yang diterima 

u tuk menentukan gratifi asi berindikasi suap atau 

ti ak berindikasi suap pal ng lama 10 (sepuluh) hari 

k a. 

(2) UPG ... 

----
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(2) UP wajib memberikan ke utusan hasil penelaahan 

ke ada Pegawai yang melaporkan gratifikasi 

gaimana dimaksud dal Pasal 6 ayat (I) , 

(3) Da am hal hasil penela a n UPG sebagaimana 

d ' aksud pada ayat (1) m rupakan gratifikasi tidak 

be 'ndikasi suap, UPG me gembalikan barang bukti 

ifikasi kepada yang be sangkutan paling lama 3 

) hari kerja. 

(4) Da am hal hasil penela an UPG sebagaimana 

d ' aksud pada ayat (I merupakan gratifikasi 

be indikasi suap, UPG enyampaikan gratifikasi 

ter ebut kepada Sekretari Utama BSN paling lama 

3 ( 'gal hari kerja, 

(5) Se etaris Utama BSN waj b menyampaikan la poran 

gr tifikasi berindikasi sua sebagaimana dimaksud 

pa a ayat (3) dengan me perhatikan pertimbangan 

U kepada KPK, 

(6) La oran gratifikasi berindikasi suap 

se enuhnya menjadi kewe 

(7) H sil status kepemilika Gratifikasi yang telah 

dj tapkan oleh Pimpin KPK disampaikan oleh 

U G kepada Pegawai yang elaporkan Gratiflkasi, 

BABV ", 
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BABV 

KETENTUAN P NUTUP 

Pasal 9 

Peratur ini mulai berlaku pad tanggal diundangkan _ 

Agar tiap orang menget uinya. memerintahkan 

penem 

Indone a. 

Peraturan Kepala ini 

dalam Be ta Negara 

Ditetapkan di Jakart 

pacta tanggal 2 Des mb e r 20 14 

dengan 

RepubLik 

KEPALA BADAN STA DARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG PRASIn"'!lo 

Diundangkan di J akarta 

pada tanggal ; 

y-- - ~'--

A HAMONANGA LAOLY 

SI MANUSIA 

NEGARA REPU IK INDONESIA TAHUN 014 NOMOR I""r 

c ___ ... J.H. __ .......... .....--
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LAMPIRAN 

PERATURA KEPALA BADAN STAN ARDISASI NASIONAL, 

NOMOR 4 Tahun 2014 

TANGGAL 2 Desember 2014 

FORMUUR P LAPORAN PENERIMAAN OR TIFIKASI 

I. Identitas Penerima Gmtifikasi 

a Nama 

b NIP 

c Jabatan 

d Unit Kerja 

e Nomor Telepon 

r Email 

II . Identitas Pem beri GraLiflkasi 

a Nama 

b Jabatan 

c Pekerjaan 

d Alamat 

III. Waktu ditcrimanya Gratirikasi 

a TanggaJ 

b Tempat 

IV. Bentuk Gratifikasi: 

V. Uraisn singkat mctode pember n gratifikasi: 

VI. Dokumen pendukung lainnya; 

Jakarta, . ...................... 
(Pelapor) 

ttd 

(NamajeJ .) 

KE PALA BADAN STAN DAR PISASI NASIONAL, 

~ 
f--~ --' J 
~BANG PRASETYA " BI 

. ..,--... ...".~.,.~-- ---


